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ABSTRAK

Efendi,Ahmad Mursid, 2025. “ANALISIS PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI
PUTUSAN NO.

6584.Pdt.G/2024/PA.Sby)”, Skripsi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,Universitas
KH.Abdul Chalim. Dosen pembimbing : Fitrotin Jamilah M.HI.

Kata kunci : Hukum Positif, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Keputusan
Pengadilan.

Perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam status suami
istri, yang bertujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan abadi. Akan tetapi, dalam
pelaksanaannya, tidak semua perkawinan berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah
satu faktor yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan adalah tindakan pemalsuan identitas
oleh salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum positif terhadap
pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, serta menganalisis pertimbangan majelis hakim
dalam Putusan Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif yuridis dengan metode deskriptif kualitatif, serta teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat keterangan
palsu atau tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22
hingga 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta
Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara yang diteliti, Tergugat | terbukti memberikan
informasi palsu dengan menyatakan diri sebagai lajang saat menikahi Tergugat Il, padahal masih
dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat. Berdasarkan bukti dan kesaksian yang diajukan, hakim
memutuskan bahwa perkawinan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. Temuan ini menekankan
pentingnya keabsahan data identitas dalam perkawinan dan perlunya pengawasan administratif oleh
pejabat pencatat nikah agar tidak terjadi penyimpangan hukum yang merugikan pihak lain.



ABSTRACT

Efendi, Ahmad Mursid, 2025. “AN ANALYSIS OF POSITIVE LAW PERSPECTIVES ON
MARRIAGE ANNULMENT DUE TO IDENTITY FRAUD (CASE STUDY OF DECISION
NO.

6584.Pdt.G/2024/PA.Sby)”, Undergraduate Thesis in Islamic Family Law, Faculty of Sharia,
KH. Abdul Chalim University. Supervisor: Fitrotin Jamilah, M.HI.
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Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, aimed at
establishing a harmonious and lasting household. However, in practice, not all marriages comply with
applicable legal provisions. One of the grounds for annulment is the act of identity fraud committed
by one of the parties. This research aims to examine the perspective of positive law on marriage
annulment due to identity fraud and analyze the judge's considerations in Decision Number
5684/Pdt.G./2024/PA.Sby. The research employs a normative juridical approach and a qualitative
descriptive method, with data collected through observation, interviews, and documentation.

The results indicate that a marriage may be annulled if there is false information or failure to meet the
legal requirements of a valid marriage as stated in Articles 22 to 24 of Law No. 1 of 1974 in
conjunction with Law No. 16 of 2019, and Article 72 of the Compilation of Islamic Law. In the
examined case, Defendant | was proven to have provided false information by declaring himself single
while still legally married to the Plaintiff when marrying Defendant Il. Based on the submitted
evidence and testimonies, the judge ruled that the marriage was invalid and should be annulled. This
finding underscores the importance of identity verification in marriage and the need for strict
administrative oversight by marriage registration officers to prevent legal violations that harm others.
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